
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSECWU 
NOMOR41 TAHUN 2018 

TBNl'ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSE-W U 
NO MOR 53 TAHUN 201 7 TENTANG PENJABARAN ANGOARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRlNGSEWU, 

a. bahwa Peraturan Bupati Pr.ingsewu Nomor 53 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebaga.imana 
telah diuhah dengan Peraturan Bupati Pringsewu 
Nomor 14 Tahun 2018 telah diundangkan dan te1ah 
efektif dilaksana.kan; 

b. be.hwa dengan adanya penataan dan pergeseran 
enggaran pada Dinas Perpustakan dan Kearsipan, 
Bad.an Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(PPKD}t maka gu.na memenuhi ketentuan Pasal 160 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah seba.gaimana telah diubah 'beberapa kali 
terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati untuk mendahului -Peraturan Daerah 
AnAAS,Ian Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dasar pelaksa.n.a.an; 

c. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per]u 
mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Hupati Pringsewu Nomor 53 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
·Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenta.ng 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 331.2) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomar 62, 
Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Nega_Ta Republik Indonesia 
Norn or 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor430l); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencana.an Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonel'Sia Tahun 2004 
Nam.or 104, Tambahan LembarAn Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintaha11 Daerah (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan .Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tohun 2009 tentang 
Pajak Da.erah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahon 2009 Nomor 130, 
Tambahan T..emharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te1ah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun .2014 tentang 
Adm.inistrasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia 
Nomor 560lt; 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 109 T.Rhun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40.28); 

14. Peraturan Pemeri11tah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416} sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhlr dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, To.mbnhon Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negaxa Republik lndonesia Tahun 2005 
Nom.or 138, Tambahan Lembamn Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan PP-mf!rintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusun.an dan Penerapan 
Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tohun 2006 tentang 
Peiaporan K.euangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesja 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nutnor 4614); 

21. Peraturan PP-merintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, 
d.an Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dae rah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndone::sia Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerint.ah Nomor 39 Tahun 2007 
tenlang PengelolaaJ1 Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta.bun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik IndonP-i::ia Nomor 4829}; 

24. Peracura.n Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); · 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972); 

26. Peraturan Pemerintah .Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tate. Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rettihusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negar·a Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembnran Negtll'a 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

30. Peraturan Pemerlntah Nom01· 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, "I'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembanm Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tent.ang Pem.binaan dan Pega.wasan Peyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

33. Peraturnn Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(LembaTan Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 6057); 



34. Peraturan Pres.iden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Rarang dan Jasa Pemerintah; (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diuh9h beberapa kali 
terakhir dengan Per.1.turan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Da.erah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
seMgairnan.a telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 (Serita Negara Republik Indonesia 
1'ahun 2016 Nomor 541); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erah 
(Betita Negara Republik Indonesia TB hu n 2015 
Nomor 2036); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Ped.omen Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 825); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah sena Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Da.erah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dim Susunan 
Perangka.t Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 
lb); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 
Tahun 2017 tentang Kedudu.kan Protokol.er, Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2017 Nomor 05); 

• , I 



Menetapkan 
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Belanja Daerah Tallun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 
13); 

45. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita 
Daerah Kabupaten Pringsev:u Tahun 2017 Nomor 
53) sebagaimana telah diubah dengan Peratu1an 
Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2018 (Serita 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 
14); 

46. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 54 Tahun 20 l 7 
ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2017 Nomor 54); 

Mt:MUTUSKAN: 

PERATlJRAN DUPATI TENTANQ PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATl PRINGSEWU NOMOR 53 
TAHUN 2017 TENTANO PENJABARAN ANOOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON 
ANOGARAN 2018. 

Pasall 

A. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Pringsewu Nomor 53 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapat.an dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 53) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Pringsewu Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 14): 

L Pad.a Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2018; 

2. Pada Lampiran La tentang Ringkasan 
Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018; 

3. Pad.a Lampiran 11.1 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan pada Belanja Tida.k Langsung; 



4. Pada Lampiran II.2 tentang Penjabaran APBD 
Unit Organisasi Ba.clan Pengelolaan Keua.nga.n 
d.an Aset Uaerah (PPKDJ pada BeJanja Tidak 
Langsung. 

t3. J:<indan Pergeseran sebagaimana dimaksud pada 
huruf A, secara rinci tercantum dalam lampiran I, 
I.a dan Lampi ran JI .1 sa.rnpai dengan La.mpi:ran II. 2 
yang merupakan ba.gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini 

PasalU 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Ka.bupaten 
Pringsewu. 

Diu ndangkan di Pringsewu 
pada tanggal 21 .\gustu.s 2013 

Ditetapk.an di Pringsewu 
pada tanggal 20 4V,stns 2018 

BUPATI PRINGSEWU, 

dto 

S'UJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A BUDlMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 41 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

JDIH Kabupaten Priogsewu : http:/ /jdih.priogsewuke.b.go.id/ 
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